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PUTUSAN
Nomor 981/Pdt.G/2022/PA.Lt

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 08 Juni 1992,
agama lIslam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan
Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi

Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Patikal Lama, 08 Juli 1977,
agama Islam, pekerjaan Buruh Harian,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di
Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat,
Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21
November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 981/Pdt.G/2022/PA.Lt,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
secara agama Islam pada tanggal 20 Juni 2006 di rumah orangtua
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Penggugat di Kelurahan Jaya Loka I, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten
Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah
kandung Penggugat bernama: Effendi Monalisa, P3N bernama : Sili dengan
disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama : Jon
dan Pauzi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh
ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan
Tergugat berstatus jejaka, dan tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah,
semenda maupun sesusuan serta selama perkawinan tidak ada yang
mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat belum memperoleh
buku kutipan akta nikah oleh karena pada waktu itu Penggugat dan
Tergugat tidak memiliki biaya sehingga Penggugat dan Tergugat belum bisa
untuk mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama, sedangkan pada
saat ini Penggugat sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk
mengajukan perceraian dengan Tergugat, sehingga Penggugat terlebih
dahulu memohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk dapat
disahkan terlebih dahulu ;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat akan mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :
5. Bahwa sejak menikah hingga sat ini rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah berjalan selama 16 tahun 5 bulan, setelah menikah hidup
bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di Desa Tanda
Raja, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera
Selatan sampai dengan berpisah;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
orang anak yang bernama:

a. Rista Mayangsari, perempuan, umur 14 tahun;

b. Cinta Nuria Sari, perempuan, umur 10 tahun, yang sekarang

kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak pertengahan bulan
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Juni 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan
harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

8. Bahwa perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat
yang disebabkan antara lain: Tergugat malas bekerja sehingga untuk
mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;

9. Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
10.Bahwa puncak perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat
terjadi pada tanggal 07 Agustus 2017 yang disebabkan oleh karena
Tergugat masih tetap malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan
sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;

11.Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan
kediaman bersama, Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di
Desa Tanda Raja, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi
Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah keluarga
Penggugat di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten
Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

12.Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah
selama 5 tahun 3 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

13.Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

14.Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan
keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun
keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak
sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan
perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

15.Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat
dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh
karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan
sidang Pengadilan Agama Lahat;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang
dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2006 di rumah orangtua Penggugat di
Kelurahan Jaya Loka |, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat
Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat
(TERGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan
Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah
disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka pemeriksaan
terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan,
namun Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan
cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan
kembali membina keutuhan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka
proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku
dengan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang
tertutup untuk umum yang isinya sesuai dengan maksud dari gugatannya;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan,
maka Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari
Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti berupa:
1. Bukti Surat.
Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/108/PGRT/SEKD/201 atas
nama Desi Oktavianti, tanggal 04 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh
Desa Pagar baru, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P).
2. Bukti Saksi.
1. SAKSI 1ltempat dan tanggal lah, ir Lahat, 18 September 1984, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman
di kecamatan pulau pinang, kabupaten lahat, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, saksi mengenal
Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat Menikah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan pada
tanggal 20 Juni 2006 di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan
Jaya Loka I, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang,
Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan
Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah Ayah Kandung
Penggugat yaitu Effendi Monalisa;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saksinya akan tetapi padaa saat itu
banyak yang hadir;
- Bahwa Tergugat menyerahkan mahar berupa uang sebesar
Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) tunai;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah,
semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk
menikah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di kediaman
bersama di Desa Tanda Raja, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten
Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah 3 (tiga) tahun
setelah menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi,
Tergugat malas bekerja, Tergugat lebih sering berada dirumah dari
pada kerja dan Penggugat disuruh Tergugat untuk kerja, serta
Tergugat suka marah-marah jika keluarga Penggugat datang
kerumah mereka;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering melihat
Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
lebih kurang 5 (lima) tahun;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat,
sekarang Pengugat tinggal di rumah keluarganya dan Tergugat
masih tinggal dikediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun
kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Muara Empayang, 27 Agustus 1977,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
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kediaman di kecamatan pulau pinang,kabupaten lahat di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, saksi mengenal
Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

- Bahwa saksi tidak hadir, pada saat Penggugat dan Tergugat
Menikah;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan mengetahui antara
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa meskipun saksi tidak hadir tapi saksi diberitahu Penggugat
dan Tergugat melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2006
di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Jaya Loka |,
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi
Sumatera Selatan;

- Bahwa Pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan
Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah Ayah Kandung
Penggugat yaitu Effendi Monalisa;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa saksi pernikahannya;

- Bahwa saksi tidak tahu apa maharnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah,
semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk
menikah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di kediaman
bersama di Desa Tanda Raja, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten
Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah 3 (tiga) tahun
setelah menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
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- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi,
Tergugat malas bekerja;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering melihat
Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
lebih kurang 5 (lima) tahun;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat,
sekarang Pengugat tinggal di rumah keluarganya dan Tergugat
masih tinggal dikediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun
kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada
Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat
melalui Hakim, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan
pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan
menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjuk
kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk
pemeriksaan perkara ini, Penggugat menghadap sendiri di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Lahat sesuai

ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa
secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya
Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari berkas perkara ini
adalah perkara istbat nikah (pengesahan nikah) untuk perceraian yang
termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan
Penggugat di persidangan, Penggugat berdomisili di esa Pagar Batu,
Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan yang
merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Lahat, berdasarkan Pasal 49
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif,
maka Pengadilan Agama Lahat berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim tetap berusaha dengan
sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar tidak
bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada
dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg
juncto Bab Il Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih
dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan;
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Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi
Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan
bahwa itsbat nikah (pengesahan nikah) dapat diajukan ke Pengadilan Agama
berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian,
maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah (pengesahan nikah) dan
Cerai Gugat dapat dibenarkan menurut hukum, maka Penggugat mempunyai
legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi
itsbat nikah (pengesahan nikah) dengan Cerai Gugat, maka Hakim terlebih
dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi
dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat nikah
(pengesahan nikah) dan Cerai Gugat adalah sebagai berikut :

= Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
secara agama Islam pada tanggal 20 Juni 2006 di rumah orangtua
Penggugat di Kelurahan Jaya Loka |, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten
Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah
kandung Penggugat bernama: Effendi Monalisa, P3N bernama : Sili dengan
disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama : Jon
dan Pauzi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh
ribu rupiah) tunai;
= Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juni 2007 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
= Bahwa perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat
yang disebabkan antara lain: Tergugat malas bekerja sehingga untuk
mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat dan
Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti tertulis dengan tanda bukti P dan dua orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P berupa Surat
keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos
(nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil
alat bukti dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat telah diakui secara administrasi berkependudukan
sebagai warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa Pagar Batu,
Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan itsbat nikah,
Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di
persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim, ternyata dua orang saksi tersebut
adalah orang dekat Penggugat, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum
sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai
kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi
sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Hakim, ternyata saksi tersebut
terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal
306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana
dikehendaki Pasal 309 R.Bg, yang menerangkan bahwa kedua saksi tersebut
kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi pertama hadir pada saat
Penggugat dan Tergugat menikah, dan saksi kedua tidak hadir pada saat akad
nikah Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dan
Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus
bujangan, antara keduanya tidak ada hubungan muhrim (hubungan darah yang
sangat dengan yang membolehkan keduanya untuk menikah), keduanya tidak
pernah menyusu pada ibu yang sama, yang jadi wali nikah Penggugat adalah
ayah kandung Penggugat dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki
yang telah dewasa bernama Jon dan Pauzi dengan maskawin berupa uang
sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai, serta tidak ada pihak lain

yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang
saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Hakim telah menemukan

fakta-fakta sebagai berikut:

= Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
secara agama Islam pada tanggal 20 Juni 2006 di Kelurahan Jaya Loka I,
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera

Selatan;

= Bahwa wali nikah ayah kandung Penggugat bernama: Effendi Monalisa,
P3N bernama : Sili dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang
telah dewasa bernama : Jon dan Pauzi dengan maskawin berupa uang
sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas,
maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai
ketentuan hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum
Islam serta gugatan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka
Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan
pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat gugatan itsbat nikah
(pengesahan nikah) Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan

menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat nikah yang
dikomulasikan dengan perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap Gugatan Penggugat,
namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka
Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraiannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan
untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 1
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tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan
dan pertengkaran, saksi pertama dan kedua saksi Penggugat tidak
mengetahui secara detail penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui
peristiwa hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan,
karena karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, dan saksi
mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
lebih kurang 5 tahun yang lalu, maka Hakim berpendapat oleh karena
keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan
pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya
saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309
R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat
materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung
dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim adalah bahwa, sejalan
dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan
bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam
satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali
sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan
Mahkamah Agung Rl Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang
diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami
istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan
fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk
hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa
alasan perceraian yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang
saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim
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berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas
minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan
keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah
diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
secara agama Islam pada tanggal 20 Juni 2006 di rumah orangtua
Penggugat di Kelurahan Jaya Loka |, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten
Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah
kandung Penggugat bernama: Effendi Monalisa, P3N bernama : Sili dengan
disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama : Jon
dan Pauzi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh
ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan
yang terus-menerus;

3. Bahwa akibat terjadinya perselisihan yang terus-menerus Penggugat dan
Tergugat, akhirnya berpisah rumah sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu
sampai sekarang;

4. Bahwa Penggugat telah diupayakan dinasehati untuk mempertahankan
rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan
Tergugat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus
dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah 5 tahun
yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul
sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Hakim berpendapat
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage break
down/broken home).;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah-tangga Penggugat dan
Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat yang sudah demikian kuatnya
untuk berpisah, dengan demikian Hakim berpendapat kondisi rumah-tangga
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Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang
sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang

diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

adidl Qs o asie Ll ads

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada
meraih keuntungan, (‘Abdul Wahab Khalaf, ‘llmu Ushul Al-Figh, 1907 halaman
208).

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan,
sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, vyaitu terbentuknya rumah-tangga yang kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling
mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak, serta
memberikan rasa kententraman dan ketenangan bagi yang melakukannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-

Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri tidak
saling mencintai lagi dan tidak dapat membina rumah-tangga yang baik
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah-tangga yang sakinah,
mawadah wa rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa sedapat mungkin perceraian itu harus dihindari,
akan tetapi melihat masalah rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat yang
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Hakim

telah menemukan fakta dan menilai bahwa rumah-tangga Penggugat dengan
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Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan solusi
yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut,
Hakim berpendapat tidak perlu dicari-cari dan ditimpakan kepada kesalahan
masing-masing pihak karena apabila hal yang demikian ditimpakan kepada
kesalahan masing-masing pihak, maka hal tersebut akan menimbulkan kesan
yang tidak baik terhadap Penggugat maupun Tergugat dan keluarga keduanya
dikemudian hari, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991
yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan ini, di mana
dalam perkara perselisihan dan pertengkaran yang perlu dibuktikan adalah
adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukan penyebabnya;

Menimbang, bahwa yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996
tanggal 18 Juni 1996 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam
pertimbangan ini “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa
penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,
tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu
masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak
mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah-tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang
harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan
perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir
tersebut di atas, maka Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa
hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan
dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi petitum angka 1 dan 2 unsur-unsurnya
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dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat
tersebut dipandang beralasan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir
dan atau tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai
kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan
suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan Penggugat
tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan
putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg.
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karena membangkang (ta'azzuz), oleh
karena itu petitum dari gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 dikabulkan
secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang
berbunyi: “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada
Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan
pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”,
maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraiannya kepada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan
hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian petitum
gugatan Penggugat pada Nomor 3 dikabulkan dengan membebankan semua
biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan
Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2006, di
Kelurahan Jaya Loka |, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat
Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Lahat
pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal
20 Jumadil Ula’ 1444 Hijriah oleh Marlina, S.H.l, M.H. sebagai hakim tunggal,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Nurlinda Sari, S.E.,S.H
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim,

Marlina, S.H.l, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlinda Sari, S.E.,S.H
Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
o Pendaftaran ' Rp. 30.000,00
o . Rp. 20.000,00
Panggilan Pertama (P & T)
o ' Rp. 10.000,00
Redaksi
o] : Rp. 10.000,00
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PBTT
2. Biaya Proses " Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat ' Rp. 150.000,00

4. Biaya Panggilan Tergugat . Rp. 400.000,00
5. Biaya Pemberitahuan ' Rp. 200.000,00
6. Materai ' Rp. 10.000,00
Jumlah ' Rp. 910.000,00

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
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